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ABSTRAK 

 

Linda Puspita Sari / 222022064 / Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan 

Teknologi Informasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi  yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang 

Ulu). 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh keadilan 

pajak, sanksi perpajakan dan teknologi informasi pajak tehadap penggelapan pajak. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Variabel yang digunakan adalah keadilan 

pajak, sanksi perpajakan, teknologi informasi pajak, dan penggelapan pajak. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari 160.517 wajib pajak orang pribadi dengan jumlah 399 responden. Sampel 

yang digunakan yaitu teknik probability sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Obsevasi, dan Kuesioner. 

Pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik análisis yang digunakan adalah 

uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastiditas) dan análisis 

regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R2), serta uji hipotesis (t). Teknik análisis pada 

penelitian ini menggunakan program computer statistic SPSS versi 26. Hasil penelitian 

berdasarkan pada data yang kembali dan diolah sebanyak 281 responden dan tidak kembali 

sebanyak 118 responden menunjukkan bahwa semua variabelnya valid dan reliabel. Dari hasil 

análisis deskripsi karakteristik responden dan rekapitulasi jawaban kuesioner perindikator  

menunjukkan nilai dominannya tinggi. Pada hasil uji  asumsi klasik menunjukkan nilai residual 

yang berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pada uji regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, sanksi perpajakan dan teknologi 

informasi dianggap konstan maka penggelapan pajak akan meningkat. Hasil uji t menunjukkan 

bahwa secara parsial keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi informasi pajak berpengaruh 

terhadap penggelapan pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 

Seberang Ulu. 

 

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, Teknologi Informasi Pajak Dan 

Penggelapan Pajak. 
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ABSTRACT 

 

Linda Puspita Sari / 222022064 / The Influence of Tax Justice, Tax Sanctions and Tax 

Information Technology on Tax Evasion (Case Study of Individual Taxpayers Registered at the 

Palembang Seberang Ulu Pratama Tax Service Office). 

 

This research aims to determine and partially analyze the influence of tax justice, tax sanctions 

and tax information technology on tax evasion. The type of research used is associative research. 

The variables used are tax justice, tax sanctions, tax information technology, and tax evasion. The 

population in this study consisted of 160,517 individual taxpayers with a total of 399 respondents. 

The sample used is a probability sampling technique. The data used are primary and secondary 

data. Data collection techniques use interviews, observations and questionnaires. Data testing 

uses validity and reliability tests. The analysis techniques used are classical assumption tests 

(normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test) and multiple linear regression 

analysis, coefficient of determination test (R2), and hypothesis test (t). The analysis technique in 

this research uses the SPSS version 26 statistical computer program. The research results are 

based on data that was returned and processed by 281 respondents and 118 respondents who did 

not return it, showing that all the variables are valid and reliable. From the results of the analysis 

of the description of the characteristics of respondents and the recapitulation of the answers to the 

indicator questionnaire, it shows that the dominant value is high. The results of the classical 

assumption test show that the residual values are normally distributed, multicollinearity and 

heteroscedasticity do not occur. The multiple linear regression test shows that if the variables of 

tax justice, tax sanctions and information technology are considered constant, tax evasion will 

increase. The results of the t test show that partially tax justice, tax sanctions and tax information 

technology have an influence on tax evasion registered at the Palembang Seberang Ulu Pratama 

Tax Service Office. 

 

Keywords: Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Information Technology and Tax Evasion
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan 

yang besar untuk membiayai pembangunan nasional yang berlangsung secara 

bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteran 

masyarakat.sebagai negara berkembang indonesian membutuhkan dana yang 

cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin 

setiap tahunnya (Christina dan Ngadiman, 2022). 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki 

peran strategis dalam pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. 

Meski demikian, pengelolaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai 

tantangan, salah satunya adalah praktik pengelapan pajak. Data dari Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia 

cenderung berfluktuasi, di mana sebagian wajib pajak orang pribadi tidak 

sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat 

waktu. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian finansial bagi negara serta 

menghambat pemerataan pembangunan (Sari M, 2021) 

Dari aspek perilaku, kepatuhan pajak ditentukan oleh kombinasi faktor 

ekonomi dan non-ekonomi. Persepsi terhadap keadilan pajak menjadi salah satu 

penentu utama karena berkaitan langsung dengan legitimasi sistem perpajakan. 

Ketika wajib pajak merasa beban atau prosedur pajak tidak adil, kecenderungan 

untuk menghindari atau bahkan melakukan pengelapan pajak cenderung 
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meningkat. Di sisi lain, sanksi pajak baik peluang penindakan maupun tingkat 

beratnya diposisikan sebagai instrumen pencegah, meskipun penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada persepsi risiko dan 

tingkat kepercayaan kepada otoritas perpajakan  

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam penyusunan perencanaan pajak 

adalah tindakan penggelapan pajak. Penggelapan  Pajak adalah suatu beban yang 

akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak  

belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah 

dikeluarkan Aji (2021). Penyebab utama yang menjadikan para wajib pajak 

melakukan tindakan penggelapan pajak dari pada penghindaran pajak karena 

mereka melakukan penghindaran pajak maka diperlukan wawasan dan 

pengetahuan yang luas serta kompeten dibidangnya dimana mengetahui secara 

dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sampai akhirnya wajib 

pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban   

pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya 

penghindaran pajak seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jadsa 

konsultan pajak, jadi dapat disimpulkan para pajak lebih memilih untuk 

melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan meskipun itu adalah 

tindakan yang melanggar undang-undang (Yulianti, S., dkk, 2017). 

Tindakan penggelapan pajak diindonesia sudah banyak yang terjadi, salah 

satu kasus yang meresakan masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan 

yang merupakan petugas pajak pada waktu itu Gayus Halomoan Tambunan adalah 

mantan PNS di Direktor jendral pajak kemnke dari kasus tersebut tentunya akan 
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membuat masyarakat menurunkan kepercayaaannya terhadap petugas pajak, tetapi 

juga timbul dari keinginan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 

untuk menimalkan beban pajak (Palungan, 2020) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan 

pajak. Keadilan Pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing 

masing kena pajak yang hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan yaitu 

seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Siregar, 

2024). Masyarakat menggangap wajib pajak merupakan suatu beban bagi mereka,  

sehingga masyarakat memerlukanseuatu kepastian bahwa mereka mendapatkan 

suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti,P.E 2023) dan (Ikhsan , 

2021) menjelaskan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak, semakin tidak adil sistem yang berlaku maka tingkat 

kepatuhannya akan semkin menurun dan kecendrungannya untuk melakukan 

penggelapan pajak akan semakin tinggi  namun bertolak belakang dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Christina, 2022) menyatakan bahwa keadilan 

perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang 

mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi 

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi Mardiasmo   (2019). Apabila sanksi 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong 

wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang begitu pulak 
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sebaliknya (Nopriana, 2020), Berdasarkan penelitianyang dilakukan oleh (Santana 

2020) dan (Dewi 2021)  menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif 

terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et. al 2023) 

dalam hasil penelitiannya menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. 

Faktor selanjutnya Teknologi informasi perpajakan. Perkembangan Teknologi 

informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek 

kehidupan. Teknologi informasi pajak adalah pemanfaatan sistem elektronik dan 

aplikasi digital untuk memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi 

pajak secara akurat dan efisien, sehingga mempermudah kepatuhan wajib pajak 

dan pengawasan fiskus Mardiasmo (2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh dilakukan oleh (Artha, 2023) dan  (Paoki, 2021)  dalam penelitiannya 

menyatakan variabel teknologi informasi pajak berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak. (Aliyudin, 2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

teknologi informasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.  

Fenomena yang terjadi di Direktor jendral pajak (DJP) Sumatera Selatan 

menangkap wajib pajak ARS karena melakukan penggelapan pajak hingga 

membuat negara rugi Rp 648 juta. ARS disangkakan melakukan tindak pidana 

bidang perpajakan, sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan 

keterangan tidak benar. Dia tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut PT 

PPSB pada 2020. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 648 

juta," ujar Teguh Pribadi Prasetya Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumsel 

dan Babel dalam keterangan resmi diterima detikSumbagsel, Rabu (26/6/2024). 
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Pengkapan dan penahanan terhad ARS karena dikhawatirkan tersangka melarikan 

diri. Proses penyidikan perkara dilakukan di Kanwil DJP Sumsel dan Babel. 

Keberhasilan tim penyidik DJP dalam penegakan hukum ini menunjukkan sinergi 

yang kuat antara DJP dengan APH dalam menangani perkara pidana di bidang 

perpajakan.Upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana perpajakan yang telah 

dilakukan selama ini diharapkan bisa memberi kesadaran setiap WP untuk 

menjalankan kewajiban dan memberikan efek jera serta untuk mengamankan 

penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan 

APBN.(http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp648-juta-

penyidik-kanwil-djp-sumselbabel-serahkan-tersangka-ke-kejari). 

Selajutnya fenomena terhadap keadilan pajak dimana seorang wajib pajak 

dimana seorang wajib pajak kebingungan saat menerima surat teguran dari 

otoritas pajak. Dia bingung karena belum lapor surat pemberitahuan (SPT). Pasal 

hal, WP yang berinsial Llitu sama sekali tidak berniat untuk melanggar 

kewajibannya sebagai warga negara. Tidak satu kali, saat dia menginput data 

melalui fasilittas e-filing, SPT-nya selalu menyatakan lebih bayar.singkat kata WP 

tersebut batal untuk melaporkan SPT. Fenomena inibarang kali satu dari sekian 

banyak WP yang kerap mengalami kendala dalam melaporkan SPT. Fenomena ini 

barang kali mewakili satu dari sekian banyak WP yang kerap mengalami kendala 

dalam melaporkan SPT. Terhambat melaporkan SPT bukan karena tidak ingin 

patuh, melainkan karena kesibukan dan adminstrasi perpajakan yang bagi 

sebagian orang masih membingungkan.(https://cita.or.id/rasa-keadilan-pajak-

yang-terkoyak). 

http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp648-juta-penyidik-kanwil-djp-sumselbabel-serahkan-tersangka-ke-kejari
http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-rp648-juta-penyidik-kanwil-djp-sumselbabel-serahkan-tersangka-ke-kejari
https://cita.or.id/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak
https://cita.or.id/rasa-keadilan-pajak-yang-terkoyak
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Fenomena selanjutnya sanksi perpajakan Tim penyidik Direktorat Penegakan 

Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menyita empat truk 

tangki bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat 

perbuatan pidana pajak yang dilakukan oleh DT sejak Januari 2017 sampai 

dengan Desember 2018 melalui PT GIPE dan PT DPM, negara dirugikan hingga 

Rp24,4 miliar.DT dijerat Pasal 39. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun demikian, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 44B UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), tersangka masih 

berkesempatan untuk menggunakan haknya agar penyidikan dapat dihentikan 

dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi Antara 

news, 2022.(https://m.antaranews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-

tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak). 

Fenomena selanjutnya teknologi informasi pajak Redaksi DDTCNews 

menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak digambarkan sebagai respons 

strategis DJP untuk memperbaiki kulitas layanan dan meningkatkan efektivitas 

pengawasan. Transformasi ini dipicu oleh kebutuhan moderisasi yang semakin 

mendesak, terutama ketika kondisi pandemi menurut layanan yang lebih 

cepat,efesien,dan minim kontak fisik. DJP kemudian memperluas penggunaan 

platform digital seperti sistem pelaporan elektronik,layanan berbasis daring, 

hingga instrumen analitik resiko yang menilai prilaku kepatuhan wajib pajak 

secara lebih akurat. Penerapan teknologi memungkinkan proses pengawasan lebih 

https://m.antaranews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak
https://m.antaranews.com/berita/3160261/penyidik-djp-sita-4-truk-tangki-bbm-bukti-penggelapan-pajak
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struktur,berbasis data, dan mengurangi subjektif petugas. berbagai aplikasi 

internal dirancang untuk mengolah data transaksi, memprofitkan WP, serta 

memprediksi potensi ketidakpatuhan secra realtime. Disis lain, transformasi ini 

juga menghadirkan tantangan: kesiapan SD, adaptasi organisasi, infrastruktur 

digital, dan kebutuhan menjaga integritas serta keamanan data pajak.       

(https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/32420/di-balik-digitalisasi-administrasi-

pajak) 

Sebagai bagian dari wilayah kerja direktorat jendral pajak dikota 

palembang,masih ditemukan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib 

pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang diolah dari siaran pers resmi DJP 

Kanwil Sumatera Selatan dan pemberitahuan media nasional periode 2024-2025, 

kasus-kasus tersebut terutama berkaitan dengan pelanggaran pajak dan 

menimbulkan kerugian negarayang signifikan, sehingga menunjukan bahwa pajak 

belum sepenuhnya opimal dan masih terdapat potensi terjadinya penggelapan 

pajak, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:   

Tabel I.1 

Data Kasus Penggelapan Pajak 

Tahun 2024-2025 

No Nama 

&  

Identitas 

Jenis 

pelanggaran 

pajak 

Priode 

tindak 

pidana 

Kerugian 

negara 

Status 

penanganan 

Sumber 

1 TKM 

Manager 

Operasiona

l-PT CUB 

Faktur & bukti 

pajak tidak 

berdasarkan 

transaksi 

sebenarnya 

(PPN) 

Apr 

2018-

Agt 

2019 

Rp 1,36 

miliar 

Ditahan & 

diserahkan 

kejaksaan 

negeri 

palembang 

(2025) 

Pajak.go.id 

2 AA 

Direktur 

PT AMK 

Menyampaikan 

SPT tidak 

sesuai fakta & 

Jan-Des 

2022 

Rp 2,3 

miliar 

Diserahkan 

Kejati 

Sumatera 

detikSumb

agsel/detik.

com 

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/32420/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak
https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/32420/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak
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tidak 

menyetorkan 

pajak (PPN) 

Selatan 

(Des,2025) 

3 ODA & 

AK 

Direktur & 

Komisari-

PT AR 

SPT tidak benar 

& tidak setor 

pajak terutang 

(PPN) 

Juni,Sep

,Okt 

2023 

(Diperkir

akan>Rp  

3 miliar 

Diserahkan 

Kejati 

Sumatera 

Selatan  

( Jan,2026) 

Pajak.go.id 

4 HP 

Direktur 

PT SAS 

SPT tidak benar 

& tidak 

menyetorkan 

pajak (PPN) 

Jan 

2019-

Des 

2020 

Rp 10,6 

miliar 

Diserahkan 

Kejati 

Sumatera 

Selatan  

( Jan,2026) 

Sumselmed

ia.com 

        5  ARS 

Wajibpajak 

Individu- 

palembang 

Tidak 

menyampaikan 

SPT & 

keterangan 

tidak benar  

20220 Rp 648 

juta 

Ditangkap & 

disidik 

(2024-2025) 

detikSumb

agsel/detik.

com 

 

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa pada priode 2018-2023 masih terjadi 

kasus penggelapan pajak yang melibatkan wajib pajak orang pribadi diwilayah 

palembang. Ditahan & diserahkan ke kejari kota palembang dengan jenis 

pelanggaran yang dominan berupa penyampaian SPT tidak benar, penggunaan 

faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya, serta tidak menyetorkan pajak 

terutang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut 

tergolong signifikan, yaitu mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan 

sebagian besar telah memasuki tahap penyidikan hingga pelimpahan kejaksaan. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi terjadinya 

penggelapan pajak. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak 

melaksanakan kewajibanny salah satunya keadilan pajak dan sanksi perpajakan 
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dan teknologi informasi pajak yang membuat pola pikir wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai beberapa variabel yang telah dijelaskan 

sebelumnya dengan judul penelitian “pengaruh keadilan pajak, sanksi 

perpajakan,dan teknologi informasi pajak terhadap penggelapan pajak 

(studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP pratama palembang 

seberang ulu) ” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat 

disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh  keadilan pajak terhadap penggelapan pajak? 

2. Bagaimanakah pengaruh sanksi Pajak terhadap penggelapan pajak? 

3. Bagaimanakah pengaruh teknologi dan informasi Pajak terhadap 

penggelapan pajak? 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak 

2. Untuk  mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan 

pajak  

3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi pajak terhadap 

penggelapan pajak. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi penulis 

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh 

keadilan pajak,sanksi perpajakan dan teknologi informasi terhadap 

pengelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi. 

2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan masukan dan 

dorongan bahwa betapa pentingnya keadilan pajak,sanksi 

perpajakan,dan teknologi informasi pajak terhadap pengelapan pajak 

pada wajib pajak orang pribadi. 

3. Bagi almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya 

untuk menambah wawasan dan mengembangkan pemikiran tentang 

keadilan pajak,sanksi perpajakan dan teknologi informasi pajak 

terhadap pengelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.hasil 

penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang 

sama. 
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